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MOTTO 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ةً ۚ إِنَّ  وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
لِكَ لََيََتٍ لقَِوْمٍ ي َ  رُونَ فِ ذََٰ تَ فَكَّ  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.” 

(Q.S. Ar-Rum (30) 21)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al- Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 406. 
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ABSTRAK 

 

Anni Nur Rohmah, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., dan 

Nurmahmudah, M.Phil., “Analisis Yuridis Status Kawin Belum Tercatat 

Dalam Kartu Keluarga Pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK)”, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. 

Kata Kunci: Status, Perkawinan, Pencatatan 

 

Status kawin belum tercatat muncul dalam kartu keluarga pasca satu tahun 

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang 

Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri 

118/2017). Status tersebut muncul dalam Aplikasi Informasi Administrasi 

Kependudukan yang disebut dengan SIAK. Munculnya status kawin belum tercatat 

bertujuan untuk memberikan hak administratif berupa kartu keluarga bagi 

masyarakat yang melakukan perkawinan secara agama tanpa dicatatkan. Dilihat 

dari kacamata undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap 

perkawinan harus dan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk tertib administrasi perkawinan dan menjamin kepastian hukum 

perkawinan.  

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis 

yuridis status kewenangan menteri dalam negeri sebagai lembaga yang berwenang 

untuk mengeluarkan status perkawinan, 2) Bagaimana analisis yuridis prosedur 

pencatatan status “Kawin Belum Tercatat“ dalam Kartu Keluarga pada aplikasi 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan 3) Bagaimana analisis 

yuridis status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga pada aplikasi Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif studi pustaka dengan pendekatan undang-undang. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. 

Hasil penelitian ini 1) Menteri Dalam Negeri tidak memiliki wewenang 

dalam merubah atau menambah atau mengurangi syarat dari prosedur pencatatan 

perkawinan. Menteri Dalam Negeri tidak berhak atas penentu status perkawinan 

bagi umat Islam karena penentu status perkawinan umat Islam adalah Kantor 

Urusan Agama (KUA). 2) Prosedur pencantuman pencatatan status kawin belum 

tercatat dalam Kartu Keluarga tidak melewati Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Kantor Catatan Sipil selaku penentu status perkawinan yang sah dan penerbit bukti 

perkawinan yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta 

kekuatan pembuktian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum 

tercatat lemah apabila tidak dilegalkan atau disahkan kepada notaris atau diajukan 

ke Pengadilan sebagai permohonan penetapan perkawinan. 3) Keberadaan status 

kawin belum tercatat dalam Permendgari 118/2017 melemahkan Pasal 2 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta 

tidak konsisten terhadap peraturan yang dijadikan landasan pertimbangan dalam 

penyusunan Permendagri 118/2017. 
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